
PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAhI KEBUDAYAN

Jalan Kawasan Pesa.eliatahaa No. Kode Pos 97762

TOBELO

Membaca

Meninnbang

Mengingat

SURAT KEPUTUS$I
KEPALA DINAS PENDIDIKAIY DAF{ KEBUDAYAAI\T

KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 42t.lll7 lllz.P fPKBllU0l/ 2018

Tentang

SURAT IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Surat permohonan izin penyelenggara PUSAT KEGIATA BELAJAR
MASYARAKAT ( PKBM ) * KIBO JAYA * dari saudara M.JEN
MOFOLOI selaku Pelenggara/ Pemimpin PKBM 'o KIBO JAYA " dengan

Nomor : 010/PKBM-KJ/IV2011, Tanggal 05 APRIL 2018
1. bahwa lembaga penyelenggara Pendidikan Non Formal ( PNF ) adalah

lembaga yang menyelenggarakan progrcm Pendidikan Non Formal dengan
Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan

mutu dan prestasi siswa kedepan-
2. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil studi kelayakan/ assesment dad Tim

Pengawas PLS Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Halmatrera

UtaraJ.{omor : 42A.9 83 6 12007 Tangg al 22 Desen$er 2007

3. bahwa berdasarkan pada poin (l) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan

dalam sumt Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupalen Halmahera Utara.
I Undang - undang nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggararm Negara

yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran

Negara Tahun 1999 Nomor 75, tarrabahan lembaran Negara Nomor : 395 1):

2 Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan kmbaran Negara

Nomor: 3890 )
3. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukkan Propinsi

Maluku Utaru Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara

Nomor: 3895 )
4. Undang - Undang Nomor I Tahun 2fi)3 tentang pembentukkagl,(abupaten

Halmahera Selatan, Kabupaten KepuLauan Sula, Kabupaten HalnffirTimur,
dan Kota Tidore Kepulauan Propinsi Maluku Utara ( Lembarao }.{egara

Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran NegaraNomor:4264)
5. Undang - undang Nomor 20 Tahrm 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan kmbaran
NegaraNomor: 4301 )

6. Peraturan Pemerintah Nornor 32 Tahun 2001 tentang Sistem Pendidikan
T rror (plrnlqh tr T cmlrorqn Nervqrq Tqhrrn ?OOl Nnrnar ?6 Tamhqh ?4I ? \ '



7. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahvn 1990 tentang

Sekolah;

Keputusan Mendiknas RI Nomor A5UO/20A1

Pendidikan Anak Usia Dini"

Sistem Pendidikan Pra

Tentang Direktorat

MEMUTUSKAII

Menetapkan

Kesatu : Memberi Surat Izin Operasional kepada: i

Lembaga PNF/ PLS
Jenis Pendidikan

Rurnpun Pendidik
Tahap Akreditasi
Atarnat

Pemimpin

Ketiga

Keempal

Tembusan Yth :

1. Bupati Halmahera Utara;
Z. Direktur Jendral BPPLSP di jakarta ;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Malular Utarq,
{ Penoelola I.ernhnoa nntrrk dilretahrri

PKBM KIBO JAYA
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( Pkbm

)
PendidikanNon Formal
C
Desa Gotalamo Kec.Galela Barat
Kabupaten Halmahera Utara
M.JEN MOFOLOI

: Izin Operasional tersebut terdapat pada Pasal pertama berlaku terhitung

mulai pada tanggal M Oktober 2018 s/d 04 Oktober 2021

: Pernegang Izinini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Non Formal sedemikian rupa

sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan dan sosial terhadap

masyarakat.

2. I/ajib menaati peraturan dan Perundangan yang berlaku
3. Wajib lapomn betkala sesr,rai ketenhran dan model yang telah

ditentukan.

4. Wajib mengajukan Pemrohonan izin bar* selambat-larrbatnya 30 (Tiga
Puluh) hari sebelum izin berakhir.

Surat Keputusan iai berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat
kekelirsan akan ditinjaukembali mestinya.
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